BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi yang dilakukan di CV Daya Perkasa Malang, berikut adalah
kesimpulan mengenai kewajiban kontraktor terhadap keselamatan pekerja bangunan. CV
Daya Perkasa Malang telah berusaha untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970, meliputi: 1) tersedianya alat pelindung diri (APD),
penyelenggaraan pelatihan, pengawasan, dan pembinaan keselamatan kerja; 2) tersedianya
fasilitas keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan peralatan
pertolongan pertama (P3K); 3) serta pemasangan tanda-tanda peringatan di area kerja yang

berbahaya.

Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, CV Daya Perkasa Malang memiliki prosedur yang
jelas untuk penanganan segera, termasuk pelaporan insiden dan tindakan medis darurat.
Prosedur ini mencakup penyelidikan kecelakaan untuk mencegah kejadian serupa di masa
mendatang.

4.2 Saran
Saran Mengenai Kewajiban Kontraktor terhadap Keselamatan Pekerja Bangunan tentang

Keselamatan Kerja (Studi di CV Daya Perkasa Malang).
1. Bagi Kontraktor

Pihak kontraktor berkewajiban memberikan pelatihan keselamatan kerja, mewajibkan
pekerja menggunakan APD dan alat keselamatan yang disediakan, melakukan
monotoring terhadap pekerja, serta melakukan penilaian resiko sebelum dimulainya suatu

proyek.
2. Bagi Pekerja Bangunan

Menggunakan APD dan fasilitas keselamatan kerja yang telah disediakan oleh
perusahaan, mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan kerja, mengikuti



prosedur keselamatan kerja, memastikan keamanan dan kelancaran alat yang digunakan,

serta memastikan kondisi tubuh fit saat bekerja.
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